KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 590 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon
Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan
oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau

calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota berdasarkan berita acara;

c. bahwa berdasarkan Berita acara Nomor: 156/PL.02.2-
BA/7309/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2024;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

Tahun 2024,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tetang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024
tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024
tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 496); dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian
Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan
Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2024
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KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Maros
Pada tanggal 22 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros

ttd

Jumaedi

salinan sesuai dengan aslinya
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Lampiran Surat Keputusan
Ketua KPU Kabupaten Maros

Nomor : 590 TAHUN 2024
Tanggal : 22 September 2024
Urutan Partai Politik/Gabungan 5 Nama Calon
. i t : N St
Kehadiran | Partai Politik Pengusul Hams Calely BUpS Wakil Bupati atus Keterangan
1. Partai NasDem
Partai Hati Nurani
Rakyat
3. Partai Keadilan
Sejahtera
4. Partai Amanat
) ' YA JP., M.H. MANSYUR, S.T., M.Si.
Bangsa SYAM, S.IP., M.H YUR, » M.Si dan Wakil Bupati Maros
6. Partai Golongan
Karya

7. Partai Gerakan
Indonesia Raya

8. Partai Demokrat

9. Partai Bulan Bintang

salinan sesuai dengan aslinya

.......

ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros
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